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ABSTRAK :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang�Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi UUsebagaimana diubah 
dengan UUNomor 8 Tahun 2015; bahwa dalam rangka melaksanakan PKPUNomor 9 
Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 302/KPU/IV/2015 tanggal 12 Juni 2015 
perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, perlu adanya 
beberapa perubahan pada pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemitihan Bupati dan 
Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015. 

 

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 2 Tahun 2008 
tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 2 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 
UUNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5316); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi UU sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 ( 
Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 5678) ; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota" sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU KabupatenKota; PKPU Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU 
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Seketariat Jendral KPU, Seketariat KPU Provinsi, dan 
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dar/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 565); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 
Pemilihan Umum,{(omisi Independen pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 
Kerja panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara" dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566); PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota; PKPUNomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta 
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Wakilkota; PKPUNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan 
Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 
mengatur tentang 
- Persyaratan Calon; 
- Persyaratan Pencalonan 
- Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 
- Penelitia]\ Dukungan Pasangan Calon Perseorangan 
- Pengumumandanpendaftaran 



- Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon 
- Penelitian Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon 
- Perbaikan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon 
- Perbaikan Syarat Perseorangan Dukungan Pasangan Calon 
- Penelitian Hasil Perbaikan  
- Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon 
- Penggantian Calon 
- Larangan Dan Sanksi 
- Tanggapan Masyarakat 
- Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

 

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Juni 2015. 
- Lampiran 106 hal  

  


